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ABSTRAK

CATATAN

: - Bahwa untuk mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah dengan

jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 dan untuk memperingan penanggung utang di
masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia
Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash
Program Tahun Anggaran 2021.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 49 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No.156, TLN
No.2104), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN N0.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN
Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU
9Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.239, TLN No.6570), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020
No.98), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Permenkeu 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745),
Permenkeu RI 163/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020 No.1225).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyelesaian Piutang Negara pada Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri ini dilakukan
dengan mekanisme Crash Program secara nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri.
Pelaksanaan Crash Program secara teknis dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Negara, berupa pemberian keringanan utang atau moratorium Tindakan Hukum atas Piutang
Negara. Penanggung Utang yang dapat diberikan Crash Program merupakan Penanggung
Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengajukan permohonan tertulis kepada
Kepala KPKNL dan diterima secara lengkap paling lambat tanggal 1 Desember 2021.
Penanggung Utang yang telah diberikan persetujuan pemberian keringanan utang harus
melunasi kewajibannya paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan ditetapkan. Bentuk
Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara yang diberikan berupa penundaan
penyitaan barang jaminan/harta kekayaan lain, penundaan pelaksanaan lelang, dan/atau
penundaan paksa badan, sampai dengan status bencana nasional mengenai pandemi Covid-
19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus /dikelola oleh PUPN /DJKN dengan
mekanisme Crash Program, terkait dengan prosedur, tata cara dan persyaratan pemberian
keringanan utang sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

: - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Permenkeu RI 99/PMK.06/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 777); dan
b. Permenkeu RI 75/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 680),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2021 dan diundangkan pada tanggal
9 Februari 2021.

- Lampiran halaman 20-31.



